BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.146, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Pgak Pertambahan
Nilai. Pengusaha Kecil.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68/PMK.03/2010
TENTANG
BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pagjak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang—Undang Nomor 42 Tahun 2009,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Batasan Pengusaha Kecil Pgak Pertambahan Nilai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 3262)
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4999);
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pagjak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pgak Penjuaan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Hak dan Kewgiban Perpgakan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan
sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2007 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4797);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK
PERTAMBAHAN NILALI.

Pasal 1

(1)

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pgjak dan/atau Jasa Kena Pgjak dengan jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp
600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagai mana dimaksud

3)

pada ayat (1) adalah jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pgjak
dan/atau Jasa Kena Pgjak yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka
kegiatan usahanya.

Bagi pengusaha orang pribadi yang dikecualikan dari kewgiban
menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah tahun kalender.
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